
 

 

 

 
 

 

 
 

PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
 

TENTANG: 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan jangka menengah daerah merupakan 
terjemahan dari visi, misi, dan program Wali Kota yang 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan; 
 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar 

dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang 
jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 

diperlukan penyusunan rencana pembangunan Daerah 
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional; 
 

c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu 
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan 

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat sehingga perlu diubah; 

  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-

2023; 
 

 
Mengingat ... 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551); 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

 
8. Peraturan ... 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3584); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman 
yang membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6542; 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 
 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023  (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 
 

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 
Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025  (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Nomor 12); 

 

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Nomor 34); 

 

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3); 

 

Dengan ... 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 
 

dan 
 

WALI KOTA SUKABUMI 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KOTA SUKABUMI TAHUN   2018 - 2023. 

 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai  berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kota Sukabumi. 
 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota. 
 
 

5. Rencana ... 
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5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan 
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang 

wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan 
ruang wilayah. 

 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

Daerah. 
 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

 

12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

 

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah. 
 

14. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis 
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 

instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 
Pasal 4 

 

(1) RPJMD dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-
2025. 

 
(2) Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1), RPJMD memperhatikan rencana pembangunan 
jangka menengah nasional dan rencana pembangunan 
jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat. 

 
(3) Sistematika ... 
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(3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 
c. gambaran keuangan Daerah; 
d. permasalahan dan isu strategis; 

e. Visi, Misi, tujuan, dan sasaran; 
f. strategi, arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah; 

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 
Daerah; 

h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
i. penutup. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD. 
 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan 
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan 
umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas 
yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja 

Daerah. 
 

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan 
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program 

pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas 
yang disertai kebutuhan pendanaan. 

 

(4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang 

disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan 
sasaran, dalam upaya mewujudkan visi RPJMD. 

 
(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. 

 
 

(6) Ketentuan ... 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan 
evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan  
ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 
5. Pasal 8 dihapus. 
 

6. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 
Nomor 3) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi. 

 

Ditetapkan di Sukabumi 
pada tanggal 5 Februari 2021     

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 
ttd 

 

ACHMAD FAHMI 
 

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Februari 2021   

 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUKABUMI, 

 
          ttd 

 
DIDA SEMBADA  

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 1 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR 1/16/2021. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI 

 

 

  Hj. LULU YULIASARI, S.H. 

NIP. 19710703 199703 2 002 



 

 

PENJELASAN  

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 

 

NOMOR    1   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI 

TAHUN 2018-2023 

 

 

I. UMUM 

 

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 di Daerah telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang 

merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. 

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun guna mewujudkan keterpaduan 

antar dokumen perencanaan pembangunan agar dapat memberikan arah 

yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Tahun 

2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan rencana 

pembangunan jangka menengah nasional serta provinsi.  

Selain itu, terdapat perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta 

laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat 

capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan 

tugas pembantuan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut RPJMD Tahun 2018-2023 perlu 

dilakukan penyesuaian guna mengakomodir perencanaan pembangunan 

Daerah dalam bentuk perubahan RPJMD secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-udangan.  RPJMD Tahun 2018-2023 

beserta perubahannya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun 

perubahan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan 

RKPD pada setiap tahun anggaran masa yang akan datang.  

 

II. Pasal ... 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 8 

Dihapus. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal II  

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 64 

 


